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Abstrak 

Tingginya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) di Indonesia menunjukkan bahwa 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) masih menjadi tantangan dalam berbagai sektor industri. 

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur pelaksanaan upaya preventif K3, tingkat kesesuaian implementasinya 

pada tingkat perusahaan masih perlu dievaluasi untuk memastikan efektivitas perlindungan pekerja. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis kesesuaian implementasi upaya preventif K3 di PT. XYZ terhadap regulasi K3 yang 

berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasional 

melalui observasi lapangan, wawancara, telaah dokumen, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar upaya preventif K3 telah diterapkan sesuai dengan ketentuan regulasi, terutama pada aspek 

komunikasi keselamatan, dan pengendalian lingkungan kerja. Namun, masih ditemukan kesenjangan pada aspek 

kesehatan kerja, meliputi pemeriksaan kesehatan berbasis risiko, pemeriksaan kesehatan khusus sesuai 

karakteristik paparan kerja, penilaian risiko kesehatan kerja yang komprehensif, kepatuhan penggunaan alat 

pelindung diri, serta pengelolaan faktor psikososial. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi upaya 

preventif K3 di PT. XYZ masih lebih berorientasi pada pengendalian risiko keselamatan dibandingkan 

perlindungan kesehatan kerja. Oleh karena itu, penguatan program kesehatan kerja berbasis risiko diperlukan 

untuk meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja dan mendukung penerapan K3 yang lebih komprehensif 

serta berkelanjutan. 

Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Upaya Preventif, Regulasi K3, Kesehatan Kerja, Industri Kertas 

Abstract 

Occupational accidents and occupational diseases remain significant challenges in Indonesia, highlighting the 

importance of effective Occupational Safety and Health (OSH) implementation in industrial settings. Although 

preventive OSH measures have been mandated through various regulations, evidence regarding their conformity 

with regulatory requirements at the company level remains limited. This study aimed to analyze the conformity of 

preventive OSH measures implemented at PT. XYZ with the occupational safety and health regulations applicable 

in Indonesia. A descriptive qualitative design with an observational approach was employed. Data were collected 

through field observations, semi-structured interviews, document reviews, and literature studies, and were 

analyzed using a descriptive-comparative approach. The findings revealed that most preventive OSH measures 

had been implemented in accordance with regulatory requirements, particularly in safety communication and 

work environment control. However, several gaps were identified in occupational health practices, including risk-

based medical examinations, special medical surveillance tailored to workplace exposure, comprehensive health 

risk assessment, compliance with personal protective equipment (PPE) use, and psychosocial risk management. 

These findings indicate that preventive OSH implementation at PT. XYZ is more advanced in occupational safety 

management than in occupational health protection. Strengthening risk-based occupational health programs is 

therefore essential to enhance worker protection and support a more comprehensive and sustainable OSH system. 

Keywords: Occupational Safety and Health, Preventive Measures, OSH Regulations, Occupational Health, Paper 

Industry 
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1. PENDAHULUAN 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan aspek fundamental dalam dunia 

industri yang bertujuan menjaga keselamatan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja. 

Keselamatan kerja mencakup upaya pencegahan kecelakaan, cedera, dan insiden di tempat 

kerja (Sarbiah, 2023). Sementara itu, kesehatan kerja bertujuan menjaga serta meningkatkan 

kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja (Leong, 2024). Oleh karena itu, penerapan K3 

tidak hanya berfokus pada pencegahan kecelakaan kerja, tetapi juga pada perlindungan 

kesehatan tenaga kerja secara menyeluruh guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, 

sehat, dan produktif. 

Meskipun penting, permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia masih 

menjadi tantangan yang serius di Indonesia. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, selama 

Januari–Desember 2024 tercatat sebanyak 462.241 kasus kecelakaan kerja yang terdiri atas 

91,65% peserta penerima upah, 7,43% peserta bukan penerima upah, dan 0,92% peserta jasa 

konstruksi. Selain itu, hingga semester I tahun 2023 tercatat sebanyak 91 kasus Penyakit Akibat 

Kerja (PAK). Tingginya angka kecelakaan kerja dan PAK tersebut menunjukkan bahwa 

pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja masih memerlukan perhatian dan upaya 

yang berkelanjutan dari berbagai pihak, khususnya perusahaan sebagai penyelenggara kegiatan 

kerja. 

Upaya perlindungan tenaga kerja telah diatur melalui berbagai regulasi di Indonesia. 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 mendefinisikan kecelakaan kerja 

sebagai kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan selama perjalanan 

dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, serta penyakit yang disebabkan oleh 

lingkungan kerja. Regulasi tersebut juga menjelaskan bahwa PAK merupakan penyakit yang 

diakibatkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. Perkembangan teknologi dan 

meningkatnya tuntutan produksi industri menyebabkan risiko gangguan kesehatan terkait 

pekerjaan menjadi semakin kompleks sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan 

kesejahteraan pekerja (Cunha et al., 2025). Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah 

melalui upaya preventif yang berfokus pada pencegahan timbulnya gangguan kesehatan dan 

penyakit. Upaya preventif merupakan pencegahan dalam kesehatan yang melibatkan berbagai 

intervensi untuk menghindari penyakit dan cedera (Keyes et al., 2025). Dalam lingkungan kerja, 

upaya preventif berperan dalam mengurangi risiko terjadinya penyakit akibat kerja dan cedera 

kerja melalui pengendalian berbagai faktor bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan 

kesehatan pekerja. Pentingnya pelaksanaan upaya tersebut juga ditegaskan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur berbagai kegiatan preventif dalam kesehatan 

kerja. 

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur pelaksanaan upaya preventif di tempat 

kerja, implementasinya pada setiap perusahaan dapat berbeda bergantung pada karakteristik 

proses kerja, potensi bahaya, serta sistem manajemen yang diterapkan. Oleh karena itu, evaluasi 

terhadap kesesuaian pelaksanaan upaya preventif dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan menjadi penting untuk memastikan efektivitas perlindungan tenaga kerja sekaligus 

mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan. Namun, kajian yang secara khusus 

mengevaluasi kesesuaian implementasi upaya preventif K3 terhadap regulasi pada industri 

kertas dan paperboard masih relatif terbatas. 

PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri kertas 

dan paperboard dengan proses produksi yang melibatkan penggunaan mesin, panas, bahan 

kimia, aktivitas fisik, serta berbagai faktor lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan 
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risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan jumlah pekerja yang besar dan proses produksi 

yang berlangsung secara berkesinambungan, penerapan upaya preventif yang efektif menjadi 

sangat penting untuk melindungi tenaga kerja dan mendukung produktivitas perusahaan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian 

pelaksanaan upaya preventif keselamatan dan kesehatan kerja di PT. XYZ terhadap regulasi 

yang berlaku di Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan 

perusahaan serta menjadi dasar perbaikan dalam upaya perlindungan tenaga kerja. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

observasional untuk menganalisis kesesuaian penerapan upaya preventif Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di PT. XYZ terhadap regulasi K3 yang berlaku di Indonesia. Pendekatan 

ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi 

program K3 dalam kondisi kerja aktual serta mengidentifikasi kesenjangan antara praktik yang 

diterapkan perusahaan dan standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan 

(Weston et al., 2021). Penelitian dilaksanakan pada April 2026 di PT. XYZ, sebuah perusahaan 

manufaktur yang bergerak di bidang produksi kertas dan paperboard di Jawa Barat, yang dipilih 

karena karakteristik proses produksinya memiliki berbagai potensi bahaya kerja sehingga 

relevan untuk mengkaji penerapan upaya preventif K3 secara menyeluruh. 

Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, 

dokumentasi, dan studi literatur. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi 

lingkungan kerja, potensi bahaya, serta pelaksanaan upaya pengendalian risiko di area kerja, 

sedangkan wawancara dilakukan dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan 

K3 untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan program K3 di 

perusahaan. Data pendukung diperoleh melalui telaah dokumen perusahaan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan K3, seperti standar operasional prosedur, hasil pengukuran lingkungan 

kerja, dokumen identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, serta data kecelakaan kerja. Selain 

itu, studi literatur dilakukan dengan menelaah jurnal ilmiah dan regulasi terkait sebagai 

landasan konseptual dan normatif dalam penelitian (Dalglish et al., 2021). 

Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan membandingkan temuan 

hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap ketentuan regulasi K3 yang berlaku. 

Proses analisis mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk 

menghasilkan gambaran yang sistematis mengenai tingkat kesesuaian implementasi upaya 

preventif K3 di perusahaan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode guna 

meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Hasil analisis kemudian digunakan untuk 

mengidentifikasi aspek-aspek yang telah sesuai maupun yang masih memerlukan perbaikan 

dalam penerapan upaya preventif K3 sebagai dasar penguatan perlindungan keselamatan dan 

kesehatan pekerja. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Bahaya Kerja dan Implementasi Upaya Preventif K3 

Karakteristik proses produksi kertas dan paperboard di PT. XYZ menghasilkan 

lingkungan kerja dengan berbagai potensi bahaya yang berasal dari faktor fisik, kimia, biologi, 

ergonomi, dan psikososial. Aktivitas produksi yang melibatkan penggunaan mesin berkapasitas 

besar seperti hydrapulper, paper machine, dryer, rewinder, dan double cutter berpotensi 

menimbulkan paparan kebisingan, suhu panas, getaran, serta risiko kontak dengan bagian mesin 

yang bergerak. Hasil pengukuran lingkungan kerja menunjukkan tingkat kebisingan berada 
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pada rentang 67,0–81,2 dBA dan masih berada di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) sebesar 

85 dBA sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Meskipun demikian, paparan yang terjadi 

secara terus-menerus tetap berpotensi meningkatkan risiko gangguan pendengaran apabila 

penggunaan alat pelindung diri tidak dilakukan secara konsisten (Salam et al., 2024). 

Selain faktor fisik, proses produksi juga menghasilkan paparan debu kertas yang 

berpotensi mempengaruhi kesehatan pekerja. Meskipun hasil pengukuran kualitas udara 

menunjukkan bahwa parameter partikulat masih berada di bawah baku mutu yang berlaku, 

keberadaan debu tetap perlu mendapatkan perhatian karena paparan jangka panjang dapat 

meningkatkan risiko gangguan sistem pernapasan. Paparan debu kertas yang melebihi 10 

mg/m³ selama bertahun-tahun dapat menyebabkan penyakit pernapasan obstruktif maupun 

restriktif, seperti penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), asma, serta penurunan fungsi paru 

terutama pada Forced Expiratory Volume in One Second (FEV1) dan Forced Vital Capacity 

(FVC) (Negash et al., 2023). Penggunaan bahan baku berupa kertas daur ulang dalam proses 

produksi juga berpotensi membawa agen biologis seperti bakteri, jamur, dan endotoksin yang 

dapat terdispersi ke lingkungan kerja dalam bentuk paparan bioaerosol. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa risiko kesehatan kerja pada industri pengolahan kertas tidak hanya berasal 

dari faktor fisik, tetapi juga dari paparan biologis yang memerlukan pengendalian secara 

berkelanjutan (Hamoda & Mahmoud, 2019). Paparan bioaerosol di lingkungan kerja dapat 

menimbulkan berbagai gangguan kesehatan pada pekerja, seperti asma alergi, rinitis, 

pneumonitis hipersensitivitas atau hypersensitivity pneumonitis (HP), alveolitis alergi 

ekstrinsik, aspergillosis bronkopulmoner alergi (ABPA), serta iritasi pada mata dan kulit 

(Pearson et al., 2015).  

Potensi bahaya lainnya ditemukan pada aspek ergonomi dan psikososial yang berkaitan 

dengan karakteristik pekerjaan dan sistem kerja perusahaan. Aktivitas kerja yang dilakukan 

dalam posisi berdiri dalam durasi yang panjang serta pekerjaan yang bersifat repetitif berpotensi 

meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal pada pekerja. Selain itu, sistem kerja bergilir 

dan tuntutan pencapaian target produksi dapat menimbulkan tekanan psikologis apabila tidak 

diimbangi dengan pengelolaan lingkungan kerja yang memadai. Oleh karena itu, pengendalian 

risiko kerja perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh faktor 

bahaya yang terdapat di lingkungan kerja (Jo et al., 2021).  

Sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai potensi bahaya tersebut, PT. XYZ telah 

menerapkan sejumlah program preventif K3 yang mencakup safety briefing harian, safety talk 

mingguan, pengukuran lingkungan kerja secara berkala, penyediaan alat pelindung diri (APD), 

pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), komunikasi visual 

K3, serta pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Program-program tersebut menunjukkan adanya 

komitmen perusahaan dalam mengendalikan risiko keselamatan dan kesehatan kerja melalui 

pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Implementasi berbagai upaya preventif tersebut 

juga menjadi pondasi penting dalam membangun budaya keselamatan kerja di lingkungan 

industri manufaktur. Pendekatan preventif yang dilakukan secara konsisten diketahui 

berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja 

(Hwang et al., 2024).  
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Gambar 1. Implementasi Media Komunikasi Visual K3 di PT. XYZ 

Kesesuaian Implementasi Upaya Preventif K3 terhadap Regulasi 

Hasil analisis menunjukkan bahwa PT. XYZ telah menerapkan berbagai upaya preventif 

K3 yang mencakup komunikasi keselamatan, pengendalian risiko, penggunaan alat pelindung 

diri (APD), pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, serta pembentukan Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Evaluasi terhadap program-program tersebut 

dilakukan dengan membandingkan kondisi aktual di perusahaan terhadap ketentuan regulasi 

K3 yang berlaku di Indonesia. Secara umum, sebagian besar program preventif telah diterapkan 

dengan baik, meskipun tingkat kesesuaiannya masih bervariasi pada beberapa aspek. Ringkasan 

hasil analisis kesesuaian implementasi upaya preventif K3 disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Kesesuaian Implementasi Upaya Preventif K3 PT. XYZ terhadap Regulasi K3 

Upaya Preventif Regulasi Acuan Status Temuan 

Safety briefing dan 

safety talk 

UU No. 1 Tahun 1970; 

PP No. 50 Tahun 2012 

Sesuai Dilaksanakan secara 

rutin. 

Pengukuran 

lingkungan kerja 

Permenaker No. 5 

Tahun 2018 

Sesuai Sebagian Belum mencakup 

seluruh faktor bahaya.  

PP No. 22 Tahun 2021, 

Kepmen LH No. 50 

Tahun 1996, Permen 

LH N0. 7 Tahun 2007, 

Kepmen LH No. 48 

Tahun 1996. 

Sesuai Memenuhi baku mutu 

yang berlaku.   

Penyediaan dan 

penggunaan APD 

Permenakertrans No. 8 

Tahun 2010 

Sesuai Sebagian Kepatuhan penggunaan 

belum optimal.  

Pemeriksaan 

kesehatan sebelum 

kerja 

UU No. 1 Tahun 1970; 

Permenaker Nomor 2 

Tahun 1980  

Belum Sesuai Belum berbasis risiko 

pekerjaan.  

Pemeriksaan 

kesehatan berkala 

Permenaker Nomor 2 

Tahun 1980  

Belum Sesuai Belum mencakup 

seluruh risiko kerja.  
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Pemeriksaan 

kesehatan khusus 

Permenaker Nomor 2 

Tahun 1980  

Belum Sesuai Belum diterapkan 

sesuai karakteristik 

risiko pekerja.  

IBPR/Risk Register PP No. 50 Tahun 2012 Sesuai Sebagian Health Risk Assessment 

(HRA) belum tersedia 

secara komprehensif.  

P2K3 Permenaker No. 13 

Tahun 2025 

Sesuai Berjalan aktif. 

Implementasi upaya preventif yang berkaitan dengan komunikasi keselamatan dan 

pengelolaan organisasi K3 menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik. Pelaksanaan safety 

briefing, safety talk, komunikasi visual K3, dan keberadaan P2K3 telah berjalan secara rutin 

sebagai sarana penyampaian informasi keselamatan, identifikasi potensi bahaya, serta 

penguatan budaya kerja aman. Program-program tersebut menunjukkan bahwa aspek 

komunikasi dan koordinasi K3 telah terintegrasi ke dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Komunikasi keselamatan yang dilakukan secara konsisten berperan penting dalam 

meningkatkan kesadaran pekerja terhadap risiko kerja dan mendorong terbentuknya perilaku 

kerja yang aman (Ehmann et al., 2021). 

Meskipun demikian, beberapa program preventif masih menunjukkan tingkat 

kesesuaian yang belum optimal. Pengukuran lingkungan kerja telah dilakukan secara berkala 

dan menunjukkan bahwa parameter yang diukur masih berada di bawah baku mutu yang 

dipersyaratkan, namun evaluasi terhadap faktor ergonomi dan psikososial belum dilakukan 

secara terstruktur. Selain itu, perusahaan telah menyediakan APD sesuai dengan potensi bahaya 

yang ada, tetapi hasil observasi menunjukkan bahwa kepatuhan penggunaannya masih belum 

sepenuhnya konsisten. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengendalian risiko di 

perusahaan masih berfokus pada aspek keselamatan operasional dan belum sepenuhnya 

mencakup seluruh faktor risiko kesehatan kerja yang berpotensi mempengaruhi pekerja dalam 

jangka panjang (Dogbla et al., 2023). 

Kesenjangan yang paling menonjol ditemukan pada aspek pemeriksaan kesehatan 

tenaga kerja dan penilaian risiko kesehatan kerja. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, 

pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus belum sepenuhnya disesuaikan 

dengan potensi bahaya yang terdapat di lingkungan kerja, sehingga kemampuan program dalam 

mendeteksi penyakit akibat kerja secara dini masih terbatas. Selain itu, meskipun perusahaan 

telah memiliki dokumen Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko (IBPR) dalam 

bentuk Risk and Opportunity Register, penilaian risiko kesehatan kerja yang lebih 

komprehensif melalui Health Risk Assessment (HRA) belum tersedia. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa penguatan aspek kesehatan kerja masih diperlukan agar implementasi 

upaya preventif K3 dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap 

keselamatan dan kesehatan pekerja (Eliasson et al., 2023). 

Implikasi Kesenjangan Implementasi terhadap Perlindungan Pekerja 

Perlindungan kesehatan pekerja tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan 

kesehatan kerja, tetapi juga oleh kesesuaian program pemeriksaan kesehatan dengan 

karakteristik risiko yang terdapat di lingkungan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemeriksaan kesehatan sebelum kerja maupun pemeriksaan kesehatan berkala masih 

didominasi oleh parameter kesehatan umum dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan 

paparan bahaya yang dihadapi pekerja. Padahal, pekerja yang terpapar kebisingan dan debu 
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kertas memerlukan pemeriksaan audiometri dan spirometri sebagai bagian dari upaya deteksi 

dini penyakit akibat kerja. Pemeriksaan kesehatan berbasis risiko diketahui memiliki efektivitas 

yang lebih tinggi dalam mengidentifikasi gangguan kesehatan akibat kerja pada tahap awal 

sehingga memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan tepat (Eliasson et al., 2023). 

Efektivitas pengendalian risiko juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pekerja dalam 

menerapkan prosedur keselamatan yang telah ditetapkan perusahaan. Meskipun APD telah 

tersedia sesuai dengan potensi bahaya pada masing-masing area kerja, hasil observasi 

menunjukkan bahwa penggunaannya belum dilakukan secara konsisten oleh seluruh pekerja. 

Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pengendalian yang telah dirancang serta 

meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan maupun kecelakaan kerja akibat paparan 

bahaya di lingkungan kerja. Kepatuhan penggunaan APD merupakan komponen penting dalam 

keberhasilan program pencegahan karena berfungsi sebagai lapisan perlindungan terakhir 

terhadap berbagai faktor risiko yang tidak dapat dieliminasi sepenuhnya (Salam et al., 2024). 

Upaya pencegahan yang efektif juga memerlukan proses identifikasi dan penilaian 

risiko kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh. Meskipun perusahaan telah memiliki 

dokumen Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko (IBPR) dalam bentuk Risk 

and Opportunity Register, penilaian yang secara khusus mengevaluasi dampak kesehatan akibat 

paparan faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial masih belum tersedia secara 

komprehensif. Akibatnya, beberapa faktor risiko kesehatan kerja berpotensi tidak teridentifikasi 

secara optimal sehingga dapat mempengaruhi ketepatan strategi pengendalian yang diterapkan 

perusahaan. Penilaian risiko kesehatan kerja yang komprehensif menjadi landasan penting 

dalam penyusunan program pencegahan yang lebih efektif dan berbasis bukti (Dogbla et al., 

2023). 

Di samping aspek keselamatan dan kesehatan fisik, perhatian terhadap faktor 

psikososial juga semakin penting dalam pengelolaan K3 modern. PT. XYZ telah menyediakan 

berbagai fasilitas yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan pekerja, seperti penyediaan 

katering, fasilitas olahraga, dan kegiatan olahraga rutin. Namun demikian, belum terdapat 

program kesehatan mental yang terstruktur meskipun potensi risiko psikososial telah 

teridentifikasi selama penelitian. Pengembangan program kesehatan mental yang terintegrasi 

dalam sistem K3 diperlukan untuk mendukung kesejahteraan pekerja secara menyeluruh 

sekaligus meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan organisasi (Virtanen et al., 2025). 

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi upaya preventif K3 

di PT. XYZ telah berjalan dengan cukup baik dan didukung oleh berbagai program 

pengendalian risiko yang relevan dengan karakteristik proses produksi perusahaan. Meskipun 

demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan, terutama pada 

pemeriksaan kesehatan berbasis risiko, kepatuhan penggunaan APD, penilaian risiko kesehatan 

kerja, dan pengelolaan faktor psikososial. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut diperlukan agar 

implementasi K3 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan regulasi, tetapi juga mampu 

memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap keselamatan, kesehatan, dan 

kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, efektivitas program K3 dapat ditingkatkan secara 

berkelanjutan melalui penguatan kualitas implementasi dan keberlanjutan evaluasi program 

yang telah berjalan (Schaller et al., 2024). 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi upaya preventif keselamatan dan 

kesehatan kerja di PT. XYZ secara umum telah berjalan dengan baik dan sebagian besar telah 

sesuai dengan ketentuan regulasi K3 yang berlaku di Indonesia. Berbagai program preventif 

yang diterapkan, seperti safety briefing, safety talk, pengukuran lingkungan kerja, penyediaan 
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alat pelindung diri (APD), komunikasi visual K3, dan pembentukan Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), mencerminkan komitmen perusahaan dalam 

mengendalikan risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan telah memiliki pondasi yang cukup kuat dalam membangun budaya keselamatan 

kerja dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman bagi pekerja. Meskipun 

demikian, tingkat kesesuaian implementasi upaya preventif K3 masih bervariasi pada beberapa 

aspek kesehatan kerja. 

Kesenjangan yang teridentifikasi terutama berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan 

yang belum sepenuhnya berbasis risiko pekerjaan, belum optimalnya pemeriksaan kesehatan 

khusus sesuai karakteristik paparan kerja, keterbatasan penilaian risiko kesehatan kerja yang 

komprehensif, kepatuhan penggunaan APD yang masih perlu ditingkatkan, serta belum 

terintegrasinya pengelolaan faktor psikososial dalam program K3 perusahaan. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa implementasi upaya preventif K3 masih lebih kuat pada aspek 

keselamatan kerja dibandingkan aspek kesehatan kerja. Oleh karena itu, penguatan program 

kesehatan kerja melalui penerapan pemeriksaan kesehatan berbasis risiko, pengembangan 

Health Risk Assessment (HRA), peningkatan kepatuhan penggunaan APD, serta pengelolaan 

faktor psikososial secara terstruktur perlu menjadi prioritas dalam pengembangan sistem K3 

perusahaan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja 

sekaligus mendukung penerapan K3 yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan selaras 

dengan kebutuhan pengelolaan risiko di lingkungan kerja. 
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